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TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan
Walikota Nomor 73.A Tahun 2016 tentang Tugas Dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Pekalongan, maka perlu mengatur kembali Tugas dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Pekalongan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan Daerah [stimewa Djogjakarta, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 351);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 };

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kota
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun
2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 17);

7 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pekalongan
(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016
Nomor 5 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
PEKALONGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota in1 yang dimaksud dengan :

1.
2.

£

8.

9

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah unsur Stafl Pemerintah
Daerah.

Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah kKota
Pekalongan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Pekalongan.

Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Pekalongan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BFBD
adalah perangkat daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana.
Kecamatan adalah Kecamatan yang herada di wilayah Kota Pekalongan.

10. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.




11

12:

13.

14.

15.

.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik
oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan
atau lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan
konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran
lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang
diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan
sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat
dan teror.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau ketrampilan tertentu secara mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

a,
b.

C.

(1)

(2)

Kepala Badan;

Unsur Pengarah;

Unsur Pelaksana

1. Kepala Pelaksana;

2. Sub bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
6. Satuan Tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
BPBD
Pasal 3

BPBD dipimpin Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota Pekalongan.

Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, rf'zengatur,
pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.




Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ,
BPBD menyelenggarakan fungsi :

d.

b.

(1)

(2)

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya,

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 5

Unsur Pengarah terdiri dari instansi terkait penanggulangan bencana daerah
dan profesional/tenaga ahli yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Walikota Pekalongan.

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan
pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam menetapkan rencana,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara
terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca
bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Unsur
Pengarah menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

(1)

(2)

perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
pemantauan terhadap  pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana;

evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan

pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Kepala Pelaksana
Pasal 7

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, menetapkan,
merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Lugas-
tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana.




Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

a.

b,

(1)

(2)

penetapan dan perumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan
bencana;

penetapan dan perumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan
penanggulangan bencana,

penetapan dan perumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

penetapan dan perumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

penetapan dan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas
penanggulangan bencana;

pengendalian dan pengawasan urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan,
administrasi umum serta pengelolaan data dan informasi.

pengarahan pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan
bencana;

pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang
tugasnya;

pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian,
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragral 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian, perencanaar, evaluasi dan pelaporan
kinerja serta administrasi keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Kepala
Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

penyusunan bahan sasaran, program dan kegiatan badan;

pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan teknis badan;

pelaksanaan koordinasi perencanaarn dan koordinasi pelaksanaan kegiatan
badan;

pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja,

sasaran, program dan kegiatan;
pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputl

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,
bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan
kearsipan;

pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;

pengelolaan data dan informasi;




ot

(1)

(2)

pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban
Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang,
tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 11

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan bahan, pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan
setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2]
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

da.

h.

penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana;

pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan
pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana;

penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana;

pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana;

penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan
pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi
pada prabencana;

pelaksanaan kegiatan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan
sikap terhadap resiko bencana dan pembinaan serta pelatihan
penanggulangan dan pencegahan bencana;

penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada
prabencana;

penyusunan  bahan  rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat,
kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan
pelatihan personil;

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap
kesiapsiagaan pada bencana;
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(1)
(2)

pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan
dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana;

penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya,

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang,
tugas dan fungsinya.

Paragrafl 4
Seksi Kedaruratan dan Logistik
Pasal 13

Seksi Kedaruratan dan logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Kepala Seksi Kedaruratan dan logistik mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan
pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat,
pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesual
dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Masional Penanggulangan
Bencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat

(2),

a.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang;

pelaksanaan tugas/kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan
dan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang;

pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang;

penyusunan bahan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang
meliputi penyelenggaraan dapur umurm, pendirian tenda-tenda penampungan
untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian
korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi
bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan
tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;

pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik
penanggulangan bencana;

penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang,
tugas dan fungsinya.




Paragraf 5
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 15

(1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan
pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan bahan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;

pengelolaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

penyusunan bahan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;

pelaksanaan pembinaan dan pengarahan di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;

penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik;

penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana
serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;

penyusunan bahan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social
dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;

penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena
bencana,

penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang
terintegrasi dalam program pembangunan daerah;

pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /
instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
penanggulangan bencana,

penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang,
tugas dan fungsinya.




Paragrafl 6
Satuan Tugas
Pasal 17

(1) Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(2) Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD
dalam melaksanakan monitoring daerah rawan bencana, kaji cepat bencana
dan dampak bencana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas diatur dengan Keputusan
Walikota.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

(1) Pada BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

(1) Masing-masing pemangku jabatan dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Masing-masing pemangku jabatan berkewajiban melaksanakan prinsip
koordinasi, intrgrasi, simplikasi dan sinkronisasi dengan baik dalam
lingkungan Unit Kerja maupun dengan Perangkat Daerah dan instansi lain.

(3) Masing-masing pemangku jabatan berkewajiban :

a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah
ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas

b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka
pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diolah dan dievaluasi
sebagai bahan laporan tiap jenjang dan sebagai bahan untuk menyusun
kebijakan lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Uraian Tugas BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 73.A Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016
Nomor 73.A ), dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, 31 Oktober 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

SRl RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 88




